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BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTAHEG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 27
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana sistem
penanganan pelaporan (Whistlerblowing System) dalam
upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam
penyelenggaraan  pemerintahan sehingga terwujud
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme maka perlu dilengkapi sarana pelaporan
melalui aplikasi;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a, perlu dilakukan
peényempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum
Sistem Penanganan Pelaporan (Whistleblowing System) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diubah
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum
Sistem Penanganan Pelaporan (Whistleblowing System) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan /’}/
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




3.

10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak. Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republlik Indonesia Nomor 387 4) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4150);

.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
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Memperhatikan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Masyarakat di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN /4/2009 tentang Pedoman

Umum Penanganan Pelaporan Masyarakat Bagi Instansi
Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49).

Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Dengan Kejaksaan Negeri
Payakumbuh dan Kepolisian Resor 50 Kota Serta Kepolisian
Resor Payakumbuh Tentang Koordinasi Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum
(APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan
Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Nomor: 139/45/ Kerjasama-LK/XI/2018, Nomor
B-2472/N.3.12/Fs.1/11/2018, Nomor: B/1624/X1/2018,
Nomor: B/46/X1/2018.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 27
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM
PENANGANAN PELAPORAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun
2018 Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan (Whistleblowing

System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di ubah, sehingga
selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaporan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pelaporan
melalui Aplikasi dengan alamat www.pengaduan.limapuluhkotakab. go.id

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan peénempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Ditetapkan di  Sarilamak
Pada Tangga 2019

PULUH KOTA ;

IRFENDI ARBI




